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 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah 
diuraikan maka dapat disimpulkan jawaban permasalahan pokok penelitian 
sebagai berikut : 
1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Polanharjo 
Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dengan 
Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 dan Peraturan daerah 
Kabupaten Klaten No.11 Tahun 2011 tentang RTRW tahun 2011-
2031 yang berlaku, hanya saja pelaksanaannya masih belum 
dilaksanakan dengan baik. Terlihat dari kurang tegasnya pemerintah 
daerah dalam memberikan peringatan ataupun sanksi terhadap 
pelaku industri yang melakukan eksploitasi Sumber Daya Alam 
secara berlebihan dan dapat menyebabkan habisnya Sumber Daya 
Alam tersebut dan terjadinya konflik antar sektor, sehingga upaya 
untuk melakukan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan serta rencana swasembada pangan menjadi angan 
angan belaka dan urung terlaksana. 
2.  Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 






Langka dan mahalnya pupuk yang digunakan untuk pertanian, alat-
alat produksi dan pendukung lainya, tenaga kerja pertanian yang 
lama kelamaan semakin sedikit, ketersediaan air yang semakin 
berkurang serta diperkuat dengan harga hasil pertanian yang 
fluktuatif dan bahkan cenderung menurun. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis mengajukan saran sebagai 
berikut : 
1. Pemerintah bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Badan 
Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten dalam upaya pelaksanaan  
Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan dan menjaga kelestarian 
SDA. 
2. Perlu adanya perhatian lebih pemerintah dalam pengadaan pupuk 
dan alat-alat pendukung pertanian . 
3. Pemerintah dan Badan Lingkungan Hidup serta Dinas Pertanian 
Klaten perlu menjaga ketersediaan air untuk keperluan irigasi. 
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Dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor 5483N
Tanggal 13 November 2018
Perihal Izin Riset
Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riseUpenelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :"ASPEK HUKUM PEMANFAATAN AIR
SEBAGAI UPAYA PERLINOUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
OARI KEGIATAN INOUSTRI AIR MINUM OALAM KEMASAN 01 POLANHARJO
KABUPATEN KLATEN" kepada:




Fakultas Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian Polanharjo Kabupaten Klaten, Provinsi JaWa Tengah
Waktu Penelitian 14 November 2018 s.d 31 Januari 2019
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan:
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riseUpenelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riseVpenelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riseUpenelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riseUpenelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.
Rekomendasi Ijin RiseUPenelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
Demikian untuk menjadikan maklum.
busan disampaikan Kepada Yth :
Gubernur DIY (sebsgai laporan)







DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Mgr. Sugiyopranoto Nomor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon: 024 - 3547091 3547438




1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Jawa Tengah ;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.
Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
: 074/11008/Kesbangpol/2018 Tanggal : 14 November 2018 Perihal : Rekomendasi
Penelitian















Karangsari Rt. 19 Rw. 09, Desa Pandeyan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten
provinsi Jawa Tengah
Mahasiswa
Me1akukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut:
ASPEK HUKUM PEMANFAATAN AIR SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DAR! KEGIATAN INDUSTRI AIR MINUM
DALAM KEMASAN DI POLANHARJO KABUPATEN KLATEN
Kabupaten Klaten
Hukum
14 November 2018 sampai 31 Januari 2019
Dr.Hyronimus Rhiti .S.H.L.L.M
Baru
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
entuan yang harus ditaati adalah :
Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta
yang akan di jadikan obyek lokasi;
Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu
kestabilan pemerintahan;
Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
Apabi1a masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum se1esai,
perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian
sebelumnya;
Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.
nikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Semarang, 15 November 2018
KEPALA DlNAS PENANAMAN MODAL DAN
.P~Yl\N~ T~ADU SATUPINTU








DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Mgr. Sugiyo~r~oto Nornor 1 Semarang Kode Pos 50131 Telepon : 024 - 3547091, 3547438,






Semarang, 15 November 2018
Kepada
Yth. Bupati Klaten
U.p Kepala BAPPEDA Kabupaten
Klaten
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir
disampaikan Penelitian Nomor 070/8683/04.5/2018 Tanggal 15 November 2018 atas nama
DAVID BRILIANO PRADANA dengan judul proposal ASPEK HUKUM PEMANFAATAN AIR
SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DARI
KEGIATAN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN Dl POLANHARJO KABUPATEN KLATEN ,
untuk dapat ditindaklanjuti.
Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.
KEPALA DlNAS PENANAMAN MODAL DAN
A TERPADU SATU PINTU
. -PRb 1 JAWA l'ENGAH
nbusan:
Gubernur Jawa Tengah;
Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta;
Sdr. DAVID BRILIANO PRADANA
M'!;p 15 November 2018
